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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 130/PMK.010/2012 
TENTANG 

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 
YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN 

BERMOTOR DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen 
kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, 
konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan 
bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada 
perusahaan pembiayaan; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi 
perusahaan pembiayaan dan konsumen 
sehubungan dengan penyerahan hak milik atas 
kendaraan bermotor dari konsumen secara 
kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan 
pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan 
fidusia pada kantor pendaftaran fidusia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan 
Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan 
Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan 
Pembebanan Jaminan Fidusia; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); 

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Lembaga Pembiayaan; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan 
Pembiayaan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN 
PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN 
KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN 
PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA. 

Pasal 1 

(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen 
untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia 
wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor 
Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai 
jaminan fidusia. 

(2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan: 
a. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip 

syariah; dan/atau 
b. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya 

berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan 
bersama (joint financing). 

Pasal 2 

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor 
Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 
sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. 

Pasal 3 

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan 
fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia 
belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya 
kepada Perusahaan Pembiayaan. 
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